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: JPERATURAN BUPATI BOMBANA
N()MOR % TAHUN 2018

TENTAN G

TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

a.

LALUI MUSYAWARAH DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOI‘»IBANA

‘lf‘eraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 9 Tahun 2017

tentaxilg Perubahan Atas Peraturan - Daerah Kabupaten

i Bombana Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan

. Kepalzlx Desa, maka perlu mengatur Tata Cara Pelaksanaan -
Musyawarah Desa Pemlhhan Kepala Desa Antar Waktu

‘dalam Peraturan Bupah

. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagmmana dJmaksud i
~ dalam huruf a perlu mcnctapkan Peraturan Bupati tcntang :

- Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Desa Pemxhhan Kepala'
- Desa Antar Waktu.

1 1. Undang-Undang ‘NowioF 29 Tal’iuﬂ 2003 tefitanig
 Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi

~ dan Kabupaten Kolaka Utara. di Provinsi Sulawesi Tenggara‘
- (Lembaran Negara Repubhk Indonesw. Tahun 2003 Nomor

 4339); ¢
. Undan, g~Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang—Undang e

| - (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, |
- Tamb

114, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor

‘(Lembaran Negara Republik Indonesm Tahun 2014 Nomor

7, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones:a Nomor‘ o

5495);

.'Undang=Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang” Sh
- Pemerintahan Daerah (bembaran Negara Repubhk Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Repubhk Indonesia Nomor 5587) sebagalmana telah diubah &

beberapa kali terakhir ~dengan Undang-Undang Nomor 9

Nomor 23 ‘Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah

, ; Lembaran Negara Repubhk IndoneSIa Nomo
5679); {\ e G S /

4bahwa untuk memndaklan_]utl ketentuan Pasal 55D




4. Peraturan Pemermtah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 Tahun
2014 | (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomo~r 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
,Nomo‘r 5539) sebagalmana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah ‘Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan

: Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

 Desa | (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2015

E Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone31a .
~ Nomor 5717);

- 5. Peratl.lmran Menteri Desa Pernbangunan Daerah Tertmggal

. dan [ransmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman
“Tata | Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan
Musyawarah Desa (Berita Negara Repubhk Indonesm

o Tahun 2015 Nomor 159)

6. Peraturan Menteri Dalam Neger1 Nomor 112 Tahun 2014

‘ tentang Permhhan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) yang telah diubah i
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun
2017 | tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam

‘ LT Negerl Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala
‘, | Desa (Ber1ta Negara Repubhk Indones1a Tahun 2017 Nomor.
L 122))
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2015
, tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah
d1ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana
Nomo 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
i Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2015 tentang
- Tata Cara Pem111ha.n Kepala Desa

MEMUT USKAN

' Menetapkan PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG TATA CARA
L ' PELAKSANAAN MUSYAWARAH DESA PEMILIHAN KEPALA
- DESAANTAR WAKTU |

. TS EH ‘BAB,I : ‘ 4
. | KETENTUANUMUM
SR ’ R st - Pasal 1
Dalam Peraturan Bupat1 ini yang dimaksud dengan
oL 'Daerah adalah Kabupaten Bombana. ~ '
2. Pemermtah Daerah| adalah Penyelenggaraan Urusan Pemenntahan oleh‘
: "‘Pemerlntah Daerah [dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
i otonom1 dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya ;
‘dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagalmana dimaksud dalam Undang~Undang Dasar Negara Republik
: Indone31a Tahun 1945.
Bupat1 adalah Bupah Bombana.
- Kecamatan adalah v&ﬂayah kerja Carnat sebagal Perangkat Daerah
: Carnat adalah plmpllnan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di S
T Wﬂayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh e
| ,pehmpahan kewenangan pemermtahan ‘dari Bupati untuk menangani '

tonomi daerah dan penyelenggaraan tugas u7 L




Desa adalah desa dan desa adat atau yang d1sebut dengan nama lain,

selanjutnya disebut

Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang

' men‘nhkl batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

~ urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
' prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam system pemermtahan Negara Kesatuan Repubhk' '

, keﬂenﬁngan masyar

Indones1a ;
Pemerintahan Desa

adalah penyelenggaraan urusan pemenntahan dan
akat setempat dalam system pemenntahan Negara’

¥ Kesatuan Republik Indone31a
Pemerlntah Desa adalah Kepala Desa atau yang dlsebut dengan nama lain
d1bantu Perangkat D‘esa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa;

- 10.

12.

13.

Kepala Desa adalah
tugas dan kewajiban
melaksanakan tugas

dalarn rangka memil

pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, :
untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan
dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

Pemlhhan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa "

Lo raha31a, jujur, dan adil;
11.

ih kepala desa yang bers1fat langsung, umum, bebas

Pern111han kepala desa antar waktu adalah pem111han Kepala Desa karena
Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun
yang dilaksanakan melalui musyawarah desa; :

Kepala desa antar waktu adalah Kepala Desa yang d1p111h melalui
musyawarah desa untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa karena

A,dlberhentlkan dengan sisa masa _]abatan lebih dari 1 (satu) tahun;

Badan Permusyawaratan Desa yang “selanjutnya disingkat dengan BPD

~ adalah lembaga yang!; melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
~ merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan Wllayah
~dan ditetapkan secara demokratls, S

14.

| '15;
e dlsebut panitia pemlhhan kepala desa adalah panitia yang dibentuk oleh

16.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama 1a1n adalah musyawarah
antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur
masyarakat yang dlselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa
untuk menyepakati 12l yang bersifat strategis; .
Panitia pemilihan kepala desa tingkat desa antar waktu yang selanjutnya

BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan kepala desa antar waktu;

‘Pan1t1a musyawarah pemilihan kepala desa antar waktu selanjutnya

dlsebut Panitia mu<.yawarah pemilihan kepala desa adalah Panitia yang

e vdlbsntuk 'BPD untuk menyelenggarakan musyawarah pemilihan kepala

17.
18.

: kepala desa terhadap‘) bakal calon ba1k dari segl adm1n1stra31 kemampuan,‘ .

20.

21.
~ telah dis

~ desa antar waktu;

Bakal Calon Kepala
berdasarkan penjari

' sebaga:l bakal calon:

Desa adalah Warga negara Repubhk Indonesia yang |
ngan oleh panitia pemlhhan kepala desa dltetapkan
Cepala Desa, ,

Pendaftaran adalah lupaya yang d11akukan oleh pamtla pemlhhan kepala‘
desa untuk mendapatkan bakal calon;
Seleksi adalah peneﬁtlan kompetensi yang dllakukan oleh pan1t1a permhhan

dan /atau kepemimpi
Calon Kepala Desa

nan; ,
adalah bakal calon Kepala Desa yang berdasarkanf

penyarmgan telah ditetapkan oleh panitia pem111han sebagal calon yang
o berhak dipilih menjach Kepala Desa;

Calon Kepala Desa

Waktu.

antar waktu terpilih adalah calon Kepala Desa yang

kan oleh Musyawarah Desa - Pemlhhan Kepala Desa Antar '

L




Pimpinan dan anggota B

| ‘ ‘P‘amtla’l; pemﬂlhan Sebagal
fungsi sebagal berlkut

' Musyawarah desa

- jangka waktu 15
~ diberhentikan, dan
fDaerah
, Pembentukan pam’ua pem111han kepala desa sebageumana dimaksud pada

V menetapkan calon
; ‘Musyawarah Desa;

. BABI

o Baglan Kesatu .

Umum’
Pasal 2

MUSYAWARAH PEMiLIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Kepala Desa Antar Waktu ya1tu Kepala Desa yang d1p111h melalux |
' Musyawarah Desa untuk menglsl kekosongan Jabatan Kepala Desa yang“
‘ dlberhentlkan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun;

Masa Jabatan Ke'pala Desa Antar Waktu terhitung sejak tanggal
pelantlkan sampali dengan hab1s s1sa masa Jabatan Kepala Desa yang

dlberhentlkan

yang d1se1enggarakan untuk pelaksanaan pem111han :

kepala Desa antar waktu: dllaksanakan palmg 1ama 6 (enam) bulan sejak ;
kepala Desa d1berh<>nt1kan

l
P
|
1
BPD membentuk

| Bagiah Kédua‘*‘ |

Pers1apan '

Pasal 3

(lima  belas)

panitia permhhan kepala desa pahng lama dalam
‘hari

‘terhitung sejak kepala desa
atau setelah adanya pembentahuan dari Pemermtah

ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD;

Panitia Pemilihan Kepala Desa berjumlah S (11ma) orang terdiri dari :
‘a. 3 Orang dari unéur perangkat desa;

b.|2 Orang dari Unsur Masyarakat;

merencanakan

Pasal 5

1 i Pasa14 .
PD dilarang menJadl Panitia, Pemilihan.

Panitia pemilihan kepala desa sebagaﬁnana dlmaksud ayat (3) bertangguhg
_]awab kepada plmplnan BPD g :

mana d1maksud Pasal 3 ayat (3) mempunyai tugas dan

mengkoordmasﬂ(an,

e menyelenggarakan,

dan

mengendahkan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar

Waktu,

'merencanakan dan mengajukan blaya Pemlhhan Kepala Desa Antar
:,Waktu kepada Penjabat Kepala Desa;

mengadakan pendaftaran dan seleks1 serta mengumumkan bakal calon e
Kepala Desa Antar Waktu; :
melakukan penehtlén kelengkapan persyaratan adm1n1stras1 dan klanﬁkasx .
administrasi bakal calon Kepala Desa Antar Waktu kepada instansi terkait;

periengkapan

pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu ,
melaksanakan pem111han Kepala Desa Antar Waktu melalul Musyawarah

3
De‘sa

adrmmstras1~ ‘

dan.

5 menetapkan dan mengumumkan calon Kepala Desa Antar Waktu yang
,_telah memenuhi persyaratan;
‘bersama Pemerintah Desa dan BPD menetapkan dan mengumumkan,
peserta Musyawarah Desa;
menyedlakan peralatan,

tempat o

Kepala Desa Antar Waktu yang terp1hh oleh

7




. (10) melaporkan pelaksanaan pemlhhan Kepala Desa Antar Waktu kepada BPD
L dang S
. (11) melakukan evaluas1 dan pelaporan pelaksanaan pemlhhan Kepala Desa*f e
Antar Waktu : - i o : A
(1) Panitia sebagaimana d1maksud pada pasal 3 ayat (1) mengajukan b1aya, e
‘ "pemlhhan kepada penjabat kepala desa pallng lama dalam Jangka waktu‘ e
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pan1t1a terbentuk; '

:yj_"/“ f(i2“)_”‘;Pember1an persetujuan ‘biaya pemlhhan kepala desa: oieh ‘penjabat kepala‘ o

Vdesa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) har1 terhltung sejak ‘
'dlajukan oleh panljua pemlhhan kepala desa e . e

N Baglan Ketlga
e s Persyaratan Calon Kepala Desa

. ' J i : . Pasal7 - : g St
‘ fl’jCalon Kepala Desa adalah penduduk Desa yang WaJ1b memenuh1 persyaratan; ot

o {adm1mstras1 calon Kepala Desa yaitu :
A surat pernyataan bermateral cukup bahwa

s bertakwa ‘kepada | Tuhan Yang ‘Maha Esa yang d1buat oleh yangV e
bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup; e

- memegang teguh dan mengamalkan Pancasﬂa Undang—Undang Dasar :
- Negara Republik Indonema Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara

~keutuhan Negara ]Kesatuan Republlk Indonesia dan Bhinneka ’l‘unggalkf[ .
Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan d1 atas kertas segel atauf e
& - bermaterai cukup; .
: b fotocopy IJazah/ Surat Tanda Tamat BelaJar Sekolah Dasar Sekolah; "
o Menengah Pertama atau sederajat dan Tjazah /Surat ‘Tanda Tamat BelaJar'y o
terakhir yang dﬂ‘egahsas1 ‘oleh pejabat yang berwenang, ‘serta
' memperhhatkan IJazah/ Surat Tanda Tamat Belajar asli; : -
c. foto| copy akta kelahiran atau surat kenal lahir yang dilegalisasi oleh peJabat i
Lo yang berwenang, dan memperhhatkan akta kelahlran atau surat kenal lahlr: i
~asli; ' ' 2
‘f,:d;'fsurat pernyataan bermatera1 cukup bahwa 8 8 o e
e bersed1a dicalonkan menjadi - Kepala Desa yang dibuat oleh yang[ o
e bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup; T
f - bersed1a berhenti dan keanggotaan parta1 pol1t1k seJak d1tetapkan sebaga1 i
calon kepala desa; lL -
" -.ﬁ,— bersed1a cuti apab a d1tetapkan menjadl calon kepala desa bag1 perangkat* o
- desadan BPD =
il t1dak akan. mengurdurkan d1r1 setelah d1tetapkan menjadl calon kepala\

L desa i :
_e.v,fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang d11egahs1r oleh Graend
~ pejabat yang berwenang; - sl

e f - surat keterangan dan Ketua Pengadllan Negen bahwa

o ‘—‘  t1dak sedang menjalam hukuman p1dana penjara;

- tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan P‘imsan pengadilan

v yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak =
i 'pldana yang diancam dengan pldana penjara paling s1ngkat 5 (lima) tahun S
e atau lebih, kecuali 5 (hma) tahun setelah selesai men_]alam pidana penjara :
dan mengumumkan secara terbuka - kepada publik bahwa yang
L bersangkutan pemah d1p1dana serta bukan sebaga1 pelaku kejahatan it
- berulang-ulang; -
e ‘tldak sedang dlcdbut hak p111hnya esua1 dengan putusan pengadllan

S iyang telah mempumyal hukum tetap \a > S ]




R

T

1 ;
1
l

.<'surat keterangan t1 ak pernah menjadl kepala Desa selama 3 (tiga) kal1 ,

masa jabatan dari Camat atas nama Bupati;
‘surat keterangan berﬂaadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah :
'surat ‘keterangan bebas penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang‘
lalnnya dari Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah; -
Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari Kepohslan Resort Bombana;
pasfoto terbaru calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna 3 (tiga) lembar

l . : ; E !
L | Pasal 8 , i
Apablla syarat Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar sebagalmana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf b tidak dapat d1penuh1 oleh calon Kepala Desa karena

o alasan hilang, maka calon Kepala Desa wajib menyertakan surat keterangan |

pengganu Ljazah/ Surat Tanda Tamat Bela_]ar yang dlkeluarkan oleh

: 1nstan31/lembaga yan'g berwenang; :
: Apablla sekolah yang menerbitkan IJazah/Surat Tanda Tamat BelaJar tldak ,
- beroperas1 lagi atalh telah  bergabung dengan sekolah lain, fotocopy
‘ IJazah /Surat Tanda Tamat Belajar wapb d11egahsas1 oleh mstans1/ 1embaga

yang berwenang;

~Apabila IJazah /Sura Tanda Tamat Belajar hllang dan sekolah yang

menerbltkan ljazah /Surat Tanda Tamat Belajar tidak - beroperasi lagi
sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka calon Kepala Desa

| ;Wajlb menyertakan surat keterangan pengganti ljazah/Surat Tanda Tamat
j Belajar yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga yang berwenang;

Instansi/Lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), :

ayat (2), dan ayat (3) adalah satuan kerja perangkat daerah yang menangani

bldang pendldlkan atau Kementenan Agama

: Baglan Keempat
Pendaftaran dan seleksi Bakal Calon Kepala Desa
: Jens: " Pasal 9 :
~Pengumuman d pendaftaran bakal calon kepala desa oleh panltla
Pemilihan Kepala Desa paling lama 15 (lima belas) hari; ‘
Bakal calon Kepala Desa Antar Waktu mendaftarkan diri kepada Panitia
; ‘pemlllhan Kepala| Desa disertai dengan menyerahkan kelengkapan
: dokumen kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7;
fPenclltlan kelengka Pan persyaratan administrasi bakal calon kepala desa
oleh panitia pemilihan Kepala Desa dalam _]angka waktu 7 (tujuh) hari;
'Penetapan calon kepala desa antar waktu oleh panitia pemilihan kepala
desa paling sedikit 2 (dua) calon dan paling banyak 3 (tiga) calon yang
"dlmmtakan pengesahan musyawarah desa untuk d1tetapkan sebaga1 calon

e yang berhak dipilih dalam musyawarah desa;

®

e

Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuh1 persyaratan kurang
dan 2 (dua) orang, maka Waktu penjanngan d1perpanjang selama 3 (tiga)
;har1 kerja; :
Dalam hal Bakal (,alon Kepala Desa yang memenuh1 persyaratan tetap
kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu penjaringan
,sebagaunana ‘dimaksud pada ayat (4), Panitia Pemilihan menunda

- pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dengan waktu paling lama 7

(tujuh) hari, setelah itu dilakukan pengumuman dan pendaftaran ulang

“Bakal Calon Kepala Desa sebagalmana dimaksud dalam ayat (1);

Dalam hal terJadﬂ‘ penundaan sebagalrnana dimaksud pada ayat (6‘),"
‘ 'Pamt:ta Pemilihan melaporkan secara tertulis kepada BPD; ‘
'BPD berkoordinasi dengan Penjabat Kepala Desa terkait ‘dengan

' *pelnundaan sebagalmana dimaksud pada ayat (6) dan Penjabat Kepala

:“Desa melaporkan secara tertuhs kepada Bupat1 melahn Camat; /




- Dalam hal Setelah 1
- Calon  Kepala: Des:
orang, Panitia men
- persyaratan sebagai

Dalam hal Bakal (

(10
menggunakan krite
' bobot 40 per seratu

(1)
(12
‘ ICX (SV1 xBV1)

Keterangan 4

ICX
sv1

dan 3 (tiga) orang

)enundaan sebagalmana d1maksud pada ayat (6), Bakal
a yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua)

etapkan calon Kepala Desa dari calon yang memenuhl , :

Calon Kepala Desa: yang berhak dipilih;
Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan leb1h
maka panitia melakukan seleksi tambahan dengan

ria pengalaman kerja di lembaga pemerintahan dengan i

s, tingkat pendidikan dengan bobot 40 per seratus, dan

u51a dengan bobot 20 per seratus;

Mekanlsme seleksi tambahan sebagalmana dlmaksud pada ayat (10),‘
dllakukan dengan cara mengh1tung angka indeks calon kepala desa;
Penghltungan angka indeks calon Kepala Desa sebagalmana dlmaksud ’
pada ayat (11) dengan rumus sebagai berikut : ‘ SR : '

* (8V2 x BV2) + (SV3 x BV3)

£ Indeks Calon Kepala Desa X

$kor Variabel 1 pengalaman bekelja di Lembaga :

emerintahan yaitu pengalaman bekerja Calon Kepala
- Desa berdasarkanlama masa
: Pemermtah Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa
serta mendapatkan penghasxlan tetap / 1nsent1f tetap :
~ setiap bulan. - ,

kerja di

Skor Variabel 1 :

Skor

'1 5 tahun

Jangka Waktu Pe ialaman |

- 10 tahun

t 11 — 15 tahun

 |16-20tahun

~ |F2ltahun

U1-I>~CDI\)|--A

. Skor Variabel 2’ =

Skor

m';oqwu

5-2/8-3

. Skor Vanabel 3 =

” Skor Var1abel 3:

ada saat pendaftaran

Us1a : Skor,

M emRm T o T

25 -~59 tahun R

BV1

Byz |

BV3
(13) Dalam hal penghit

Bobot Variabel 1 = pengalaman bekerja d1 Lembaga

~ Pemerintahan adalah 40 per seratus
: Bobot Vanabel 2 =

seratus

: Eobot Varlabel 3 usia adalah 20 per seratus ; ,
ngan indeks calon kepala desa terdapat nilai yang

sa]ma, maka dilakukan seleksi tambahan dengan cara tes/ uji kompetensi;

(14) Soal tes /uji kom’pete
- ditunjuk oleh Bupati;

\1 dlsedlakan oleh Pemerlntah Kabupaten yang

Lembaga

‘usia yaltu us1a calon Kepala Desa |

tmgkat pendldlkan adalah 40 per

- t1ngkat pend1d1kan yaitu derajat
5 ‘pend1d1kan tertmggl yang dlcapal oleh calon Kepala
- Desa dibuktikan dengan 1_]azah
- Skor Variabel 2 :
| Tingkat Pendidikan

| SLTP/MTs/sederajat
| SLTA/SMK/MA/ sederajat
| D-1/D- 2/D -3
| D-4/8-1



(19). |
et dﬂaksanakan pahng lama 1 (satu) han sebelum pelaksanaan mesyawarah .
e desa s o . : ;

V. “(3)'.‘, o

r-‘b"qq o

A

Penéfapan Calon

_usianya tertua

‘n. Pejabat Kepala

o. Camat sebaga1

Ketua dan Sekretaris Kara.ng Taruna Desa, . e

Kepala Desa oleh Pan1t1a Pem111han Kepala Desa

Bag1an Kehma

PeSerta dan pelaksanaan Permhhan Kepala Desa

Pasal 10

BPD mcnyelenggaxakan musyawarah permhhan Kepala Desa Antar Waktu a
‘dengan peserta musyawarah sebagai berikut : Lo i :
. Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Ketua dan Sekretaris Lembaga Pémberdayaan Masyarakat Desa; g | o
Ketua dan Sekretaris T1m Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan

Ketua dan Sekretaris Lembaga Adat Desa; e
: ;‘D1rektur dan Sekretaris Badan Usaha M111k Desa L ’ s
- Ketua dan. Sekretaris Kelompok Tam yang dlakuL oleh Dmas Pertanlan‘ o

Perangkat Desa :
- Panitia Pemilihan Kepala Desa
~ Keluarga Tingkat Desa;
- Kabupaten Bombana;
. Ketua dan Se:l

kretans Kelompok Nelay an y ang d1aku1 oleh D1nas, f

sl _Penkanan Kabnpaten Bombana, = e
- k! Ketua dan Sekretans Kelompok - Masyarakat lamnya sesua1 dengan’ P
| kondisi sosial budaya masyarakat setempat;; =

1. Tokoh Agama i e
m. Perwakilan kelompok masayarakat rmskm yang terdaftar dalam basw; -
. data terpadu Rumah Tangga M1sk1n maks1ma1 2 (dua) orang yang S

asmg-masmg diwakili 1. (satu) orang, |

Han termuda,
Desa, .
enm_]au

J umlah peserta musyawarah desa sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) el

~ dlbahas dan d1s’epakat1 bersama BPD dan Pemerintah Desa yang
‘mempunyai hak pl‘hh di desa yang dltetapkan dengan Keputusan BPD; -
Peserta Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d1bukt1kan L

; dengan surat keputusan pengangkatan dan pejabat yang berwenang Gt

Pasal 1 1

‘Penyelenggaraan musyawarah desa d1p1mp1n oleh ketua BPD yang tekms
: pelaksanaan pemi
. Dalam hal ketua BPD berhalangan hadir,
. musyawarah dapat
~ Dalam hal ketu
i k{eudakhadlrannya
- untuk selanjutnya R
S Pengambﬂan keputusan dalam musyawarah desa d1lakukan dengan cara
. musyawarah untu S . :
S Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagalmana dlmaksud pada ayat S
i (4) t1dak terpenuhl keputusan d1amb11 melalul pemungutan suara. i

llhannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
maka p03131
t dlgantlkan oleh wakil ketua atau anggota BPD lainnya;
a BPD berhalangan hadlr, wajib memberitahukan
dengan alasan yang dapat d1pertanggung}awabkan :
diinformasikan kepada peserta musyawarah desa; .

k mufakat;

Pasal 12

s Peserta yang hadu dalam Musyawarah Desa WEglb menandatangam daftar L
. hadlr yang btelah disiapkan Panitia Permhhan ’

, Musyawarah Desa dimulai dan dibuka oleh plmpman musyawarah apabﬂa :
daftar hadir telah d1tandatangan1 oleh 2/3 dari Jumlah undangan yang

Peserta Musyawar:

telah dltetapkan sebagai peserta Musyawarah Desa;
ah Desa yang telah menandatangam daftar hadlr hanya S
i dapat menmggalkan tempat musyawarah berdasarkan izin dan p1mp1nan '

i musyawarah dan udak mengganggu Jalannya musyawarah ‘

7

leplnan i




, lalnnya yang hadir;

: ;pertama

Apabila setelah d11akukan penundaaan / pengunduran sebagalmana

: dumaksud pada ayTat (4), penyelenggaraan Musyawarah Desa yang kedua
~ tetap dihadiri peserta yang tidak mencapai ketentuan sebagaimana

Pasal 13

: P1mp1nan Musyawarah Désa wajib melakukan ’penundaan / pengunduran :

ac‘ara apabila jumlah peserta Musyawarah Desa yang ditentukan

isebagalmana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) belum tercapa1 atau belurn
_terpenuhi paling lama 2 (dua) jam;

Penundaan /pengunduran ksebagalmana d1maksud pada ayat (1)

d1umumkan secara|/terbuka; ,
: Apablla waktu penundaan/ pengunduran sebagaumana d1maksud pada ayat

(1) telah berakhir dan peserta Musyawarah Desa yang hadir belum

"memenuhl ketentu]an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2),

p1rnp1nan Musyawarah Desa meminta pertimbangan dari Penjabat Kepala
Desa atau pejabat §ang mewak111 tokoh masyarakat dan unsur masyarakat e

Berdasarkan perumbangan sebagalmana dlmaksud pada ayat (3),

: p1mp1nan Musyawarah Desa menentukan penundaan/pengunduran waktu

Musyawarah Desa dan menetapkan pelaksanaan Musyawarah Desa dalam
jangka waktu. palmg lama 3 (t1ga) Harl setelah waktu musyawarah:

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), pimpinan Musyawarah Desa tetap

‘melanjutkan keg1atan Musyawarah Desa dengan dihadiri oleh peserta yang
: ada ‘ :

Pasal 14

Pengambllan keputusan Musyawarah Desa berdasarkan mufakat
'dllakukan setelah kepada peserta yang hadlr diberikan kesempatan untuk
mengemukakan pendapat serta saran, yang kemudian dipandang cukup

untuk diterima oleh Musyawarah Desa sebagai sumbangan pendapat dan
pem1k1ran bagi perumusan kesepakatan penetapan Kepala Desa terpilih

~ yang sedang dlmusyawarahkan

ey peserta yang hadir.|

"Camat sebagalmana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf o tidak

' ~Untuk dapat mengambil keputusan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1),‘
‘:plmpman Musyawarah Desa berhak untuk menylapkan rancangan
- keputusan yang mencerminkan pendapat dalam Musyawarah Desa;

Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah, final, dan mengikat apab11a

"dlhadm sebagaumana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) atau

sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 13 ayat 5) dan dlsetulul oleh semua

mem111k1 hak pilih dalam pemlhhan kepala desa antar waktu;

'Penjabat kepala Desa yang terdaftar sebagal penduduk desa setempat

Desa antar waktu :
: PenJabat kepala Desa yang tldak terdaftar sebagal penduduk desa setempat S
"tldak dapat mem111h dan hanya sebaga1 penm_]au dalam Pemlhhan Kepala
Desa antar waktu i

dapat memilih da_rﬁ sekahgus sebagal penlnjau dalam Pem111han Kepala

' Pasal 16 5 . ol
Dalam hal pelaksanaan pem111han Calon Kepala Desa menggunakan

‘mekamsme pemungutan suara oleh peserta musyawarah maka dilakukan
L pencabutan nomor urut beserta nama calon dan meny1apkan peralatan

dan perlengkapan pemungutan suara;

‘ Tekms pemunguta? suara pemlhhan kepala desa antar Waktu dilakukan

dengan cara menul skan nomor urut dan nama calon d1lembar kertas yang

: d1sed1akan pan1t1a pem1hhan




o Bag1an Keenam

':Pénetapan Calon Kepala Desa Terp1hh
i S Pasal 17 | | |
e :Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak d1tetapkan menjad1 e
G 'rcalon Kepala Desa t]erplhh ; :
2 'Apabﬂa terdapat l?blh darl satu calon Kepala Desa dengan perolehan

S ulang,

-S,pahng lambat 3. (tlg‘a) hari seJak dllaksanakannya musyawarah desa untukf' i
; i 'permhhan Kepala Desa antar waktu; e
© (4) Pemilihan ulang d11kut1 oleh calon Kepala Desa yang berhak d1p111h yang
: _memperoleh suara terbanyak yang sama sebagalmana dlmaksud pada ayat

‘suara terbanyak yang sama, pamua pem111han mengadakan pem111han i

4; ’(3) iWaktu pélaksanaan pem111han ulang dltetapkan oleh pan1t1a pem111han -

@

o Dalam permhhan

fterbanyak dinyatak SR

~."Apab11a dalam pemilihan ulang dlperoleh Jjumlah suara yang sama ‘maka o

~ dilakukan pemilihan ulang kembali sampai dengan terpﬂlhnya satu calon e
e Képala Desa ﬂdengan perolehan suara terbanyak e o '

an sebagai calon Kepala Desa terpilih;

Baglan Ketujuh

. i ; Keberatan Hasﬂ Permhhan KepalakDesa Antar Waktu ;

S
~ oleh calon Kepala

~ hari setelah penges ;

- Keberatan sebagalmana d1maksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan

|

Pasal 18

Kéberatan terhada]:) hasﬂk Pemlhhan Kepala Desa hanya dapat dlajukank
Desa kepada BPD dalam waktu paling lama 3 (tiga)

ahan calon Kepala Desa terpilih oleh musyawarah desa;

ulang, calon Kepala Desa yang memperoleh suara,’: i

. ‘hasﬂ perhltungan
- Desa;

suara yang mempcngaruh1 terplhhnya calon Kepalaw ,

' ‘(3) “ BPD ményelesalkan }persel1s1han ‘has1l penghxtungan suara sebageumana i ;

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalarn Jangka Waktu pahng lama 1 5;, -
' (hma belas) han e

S i : Pasal 19 o

ooy ‘aiPan1t1a pemlhhan melaporkan hasﬂ permhhan kepala desa antar waktu :

o dalam musyawarah desa; i

(2) Musyawarah desa mengesahkan Calon Kepala Desa Terp111h dengan benta Lo

- acara musyawarah desa yang dltandatanganl oleh Panitia Pemilihan; e

(3) Panitia melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa secara tertulis kepada

BPD paling lama 3 (t1ga) han setelah musyawarah desa mengesahkan calon‘ ‘

~ KepalaDesaterpilih; .
~ (4) Pelaporan Calon Kepala Desa Terplhh hasﬂ musyawarah desa oleh Ketua

Lo »BPD kepada Bupatfl melalui camat dan d1tembuskan kepada Kepala Dinas 5

- .iPemberdayaan Masyarakat dan Desa pahng lama 7 (tujuh) hari kerja S

- setelah menerima laporan dari pan1t1a pemilihan kepala desa antar waktu;

(5) Penerb1tan keputulsan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon} s
5‘[Kepala Desa Terpilih paling lama 30 (tlga puluh) har1 kerja sejak'

S dlterlmanya laporan dari Ketua BPD; el

- (6) Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati palmg lama 30 (t1ga puluh) han kerja" S
S ‘sejak dlte' 1tkan k«’nputusan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa ~

“F,'Terplhh AR R Sheitien i ,




' ’

: pada

F Bupat1

. BABI

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH /JANJI JABATAN

Pasal 20

atau pejabat lam yang ditunjuk oleh Bupatl melantlk calon Kepala Desa
~ terpilih - paling lama 30 (tiga puluh)- harl kerja terhltung seJak tanggalk

diterbitkan keputusan Kepala Desa terp111h

.  Pasal 21

Urutan upacara dalam pengambllan sumpah /i Janﬂ dah pelantlkan Kepala Desai
sebagal berikut : ‘
pembukaan dengan menyanylkan lagu kebangsaan Indonesm Raya,

e

san Bupat1

: pengambllan sumpah/j ]anJ1 Jabatan oleh Bupat1 atau PeJabat yangk

penandatanganan Ber1ta Acara Pengambﬂan Sumpah /J anjl
pelantlkan oleh Bupat1 atau Pejabat yang ditunjuk;

a.
b. pembacaan Keputu
c.
L d1tun3uk
d.
e.
f
g _‘sambutan
h. pembacaan doa;
i penutup
i Peratu
~ Agar
e Bllpau

s penyematan tanda jabatan oleh Bupat1 atau PeJabat yang d1tunjuk

. BABIV
T KETENTUAN PENUTUP
' ~ Pasal 22

ran ini berlaku pada tariggal dlundangkari
set1ap orang merllgetahumya memerintahkan pengundangan Peraturan
ini dengan penempatannya dalam Benta Daerah Kabupaten Bombana.
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